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Abstract

This article examines the formulation of legal education for prospective judges through
a comparative analysis of the Common Law and Civil Law traditions. The study draws
institutional insights from Harvard Law School and Utrecht University School of Law as
representative models of two major paradigms of global legal education. Using a library
research approach with a juridical-comparative orientation, the research analyzes
contemporary academic literature and studies on judicial education to explore
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epistemological and methodological differences in the formation of judges. The findings
indicate that the Common Law tradition emphasizes case-based learning, Socratic
dialogue, and experiential approaches that develop argumentative and pragmatic
reasoning skills. In contrast, the Civil Law tradition prioritizes doctrinal analysis
grounded in legal codification and the integration of academic education with
professional judicial training to ensure interpretative consistency and legal certainty.
Rather than demonstrating the superiority of one system, these differences highlight the
importance of an integrative model of judicial education. The study argues that
combining case-based reasoning with doctrinal coherence can provide the foundation
for a hybrid judicial education model that supports both justice and legal certainty in
contemporary judicial systems.

Keyword
Judicial Education, Common Law, Civil Law, Comparative Legal Education, Judicial
Reform.

Abstrak

Artikel ini menganalisis formulasi pendidikan hukum bagi calon hakim melalui
kajian komparatif antara tradisi Common Law dan Civil Law. Kajian ini
mengambil pelajaran institusional dari Harvard Law School dan Utrecht
University School of Law sebagai representasi dua paradigma utama pendidikan
hukum global. Penelitian menggunakan pendekatan library research dengan
karakter yuridis-komparatif melalui analisis literatur akademik mutakhir dan
studi tentang pendidikan yudisial untuk menelaah perbedaan epistemologis dan
metodologis dalam pembentukan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tradisi Common Law menekankan pembelajaran berbasis kasus melalui case
method, Socratic dialogue, dan pendekatan berbasis pengalaman yang
membentuk kemampuan argumentatif dan penalaran pragmatis. Sebaliknya,
tradisi Civil Law lebih menekankan pendekatan doktrinal berbasis kodifikasi
hukum serta integrasi pendidikan akademik dengan pelatihan profesi yudisial
guna menjaga konsistensi interpretasi dan kepastian hukum. Perbedaan tersebut
menunjukkan pentingnya model pendidikan hakim yang bersifat integratif.
Penelitian ini menegaskan bahwa sintesis antara case-based reasoning dan
doctrinal coherence dapat menjadi dasar bagi model pendidikan hakim hibrid
yang mampu mendukung keadilan sekaligus kepastian hukum dalam sistem
peradilan modern.

Kata Kunci
Pendidikan hakim, cammon law, civil law, reformasi peradilan, pendidikan hukum
komparatif.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum modern menunjukkan peningkatan kompleksitas yang
tidak lagi dapat ditangani hanya dengan pendekatan doktrinal tradisional, karena hakim kini
dihadapkan pada dinamika regulasi global, pluralisme nilai, serta tekanan akuntabilitas publik
yang semakin kuat. Transformasi tersebut menuntut kompetensi yudisial yang lebih
komprehensif, mencakup kemampuan penalaran analitis, sensitivitas etis, serta pemahaman
konteks sosial yang memengaruhi penerapan hukum dalam praktik nyata, bukan sekadar
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penguasaan norma tekstual (Brundage, 2019). Sejumlah studi mutakhir menegaskan bahwa
model pendidikan hukum konvensional yang cenderung berfokus pada hafalan doktrin dan
logika formal belum sepenuhnya mampu membentuk kapasitas pengambilan keputusan
kompleks yang dibutuhkan hakim di era kontemporer, terutama dalam menghadapi perkara
multidimensional yang melibatkan teknologi, hak asasi manusia, dan ketidakpastian regulasi
(Bergmans, 2018). Bahkan, penelitian empiris tentang pengambilan keputusan yudisial
menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan hukum
substantif, tetapi juga oleh pengalaman reflektif, pelatihan berbasis kasus, serta kompetensi
kognitif dan moral yang berkembang melalui desain pendidikan yang integrative
(Nurdiansyah, 2025). Oleh karena itu, reformulasi pendidikan hukum bagi calon hakim
menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar agenda akademik, melainkan prasyarat
institusional untuk memastikan legitimasi peradilan dan kualitas keadilan substantif di tengah
perubahan sosial yang cepat (Daicoff, 2014).

Perbedaan filosofis antara tradisi Common Law dan Civil Law tidak sekadar terletak
pada teknik penerapan hukum, tetapi berakar pada konstruksi epistemologis mengenai
bagaimana hukum dipahami, diproduksi, dan diajarkan kepada calon hakim. Tradisi Common
Law, sebagaimana berkembang dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan menjadi fondasi
pedagogi di institusi seperti Harvard Law School, menempatkan preseden yudisial sebagai
sumber utama rasionalitas hukum sehingga pendidikan hukum diarahkan pada kemampuan
case reasoning, argumentasi adversarial, serta sensitivitas interpretatif terhadap fakta konkret
perkara; model ini terbukti membentuk hakim yang berorientasi pada kreativitas interpretasi
dan perkembangan hukum melalui putusan pengadilan (Levanon, 2021). Sebaliknya, tradisi
Civil Law yang menjadi karakter utama pendidikan hukum di Eropa Kontinental, termasuk di
Utrecht University School of Law, menekankan kodifikasi sebagai ekspresi rasional negara
hukum modern, sehingga pembentukan hakim lebih diarahkan pada konsistensi penerapan
norma tertulis, sistematika dogmatik hukum, dan kepastian legal formal (Jorovlea, 2025)
Literatur mutakhir menunjukkan bahwa perbedaan epistemologis ini menghasilkan dua
tipologi profesionalisme yudisial yang berbeda: hakim Common Law dipersiapkan sebagai
law-maker through adjudication, sementara hakim Civil Law diposisikan sebagai penjaga
koherensi sistem hukum melalui penerapan undang-undang secara metodologis dan hierarkis
(Epstein et al.,, 2021). Dalam perkembangan pendidikan hukum global kontemporer, dikotomi
tersebut semakin menjadi objek refleksi kritis karena globalisasi hukum mendorong
konvergensi metode pembelajaran hakim yang menggabungkan analisis preseden, pendekatan
normatif, serta kompetensi reflektif berbasis nilai keadilan substantif (Engel, 2021).

Model pendidikan hukum dalam tradisi common law berkembang dengan karakter
kuat pada pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan membentuk kemampuan penalaran
yudisial melalui pengalaman analitis langsung terhadap kasus konkret. Pendekatan yang
dikembangkan di Harvard Law School melalui case method, dialog Socratic, serta clinical legal
education tidak hanya dirancang untuk mentransmisikan pengetahuan hukum, tetapi juga
untuk melatih mahasiswa mengonstruksi argumen, mengevaluasi preseden, dan
mempertimbangkan implikasi normatif suatu putusan sebagaimana dilakukan hakim dalam
praktik peradilan (Kimball, 2009). Literatur mutakhir menunjukkan bahwa metode Socratic
dan pembelajaran berbasis kasus mampu meningkatkan kapasitas legal reasoning tingkat
tinggi karena mahasiswa dipaksa berhadapan dengan ambiguitas fakta dan konflik norma yang
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menyerupai situasi pengambilan keputusan yudisial nyata (Ignjatovi¢, 2024). Selain itu,
pendidikan Kklinis berperan penting dalam membangun dimensi etika profesional dan
sensitivitas sosial calon praktisi hukum, karena interaksi langsung dengan klien dan persoalan
nyata memungkinkan integrasi antara doktrin hukum dan konteks sosial secara reflektif
(Giddings et al., 2011). Penelitian lain bahkan menegaskan bahwa pengalaman praktik yang
terstruktur selama pendidikan hukum berkontribusi signifikan terhadap perkembangan
kompetensi profesional, termasuk kemampuan refleksi moral dan pengambilan keputusan
kompleks yang menjadi inti kualitas seorang hakim (Taipale, 2019). Pada titik ini, model
pendidikan hukum berbasis praktik dalam tradisi common law tidak sekadar metode
pedagogis, melainkan sebuah paradigma pembentukan identitas profesional yang berorientasi
pada kemampuan “thinking like a judge” sejak tahap pendidikan awal (Hamilton et al., 2012).

Dalam tradisi Civil Law, pendidikan hukum doktrinal menempati posisi sentral sebagai
mekanisme epistemologis untuk membentuk hakim yang mampu menjaga stabilitas dan
koherensi sistem hukum melalui penerapan norma tertulis secara sistematis dan rasional.
Model pendidikan yang berkembang di Utrecht University School of Law menunjukkan bahwa
pembelajaran hukum tidak hanya diarahkan pada penguasaan teks legislasi, tetapi juga pada
konstruksi penalaran dogmatik (legal dogmatics) yang memungkinkan calon hakim
memahami hubungan hierarkis antar norma serta metode interpretasi berbasis sistem
kodifikasi modern (Jorovlea, 2025). Pendekatan ini menekankan integrasi antara pendidikan
akademik universitas dengan pelatihan profesional yudisial melalui metode analisis kasus
normatif, statutory interpretation, dan simulasi adjudikasi yang bertujuan menghasilkan
konsistensi putusan serta kepastian hukum sebagai karakter utama hakim dalam sistem Eropa
Kontinental (Hao, 2025). Studi mutakhir dalam literatur pendidikan hukum Eropa
menunjukkan bahwa reformasi kurikulum Civil Law dalam lima tahun terakhir justru
memperkuat pendekatan doktrinal dengan mengombinasikan analisis konseptual hukum,
pembelajaran berbasis kompetensi, serta kolaborasi institusional antara fakultas hukum dan
lembaga peradilan guna memastikan transisi yang efektif dari pendidikan akademik menuju
fungsi yudisial professional (Kortleven et al., 2024). Bahkan, transformasi pedagogi hukum di
Belanda memperlihatkan bahwa model doktrinal modern tidak lagi bersifat kaku, melainkan
adaptif terhadap tantangan globalisasi hukum tanpa meninggalkan prinsip utama legal
certainty dan keseragaman interpretasi sebagai fondasi legitimasi kekuasaan kehakiman
(Dunn et al,, 2022).

Pendekatan pendidikan hakim yang bertumpu secara eksklusif pada satu tradisi
hukum baik common law maupun civil law menyimpan potensi kesenjangan kompetensi yang
signifikan, karena masing-masing tradisi memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan
epistemologis dalam membentuk kapasitas yudisial yang utuh. Model yang terlalu berorientasi
doktrinal, sebagaimana lazim dalam tradisi civil law, berisiko menghasilkan hakim dengan
konsistensi normatif tinggi tetapi kurang responsif terhadap kompleksitas faktual dan
dinamika sosial yang berkembang dalam praktik peradilan (ZERARI, 2024). Sebaliknya,
pendekatan yang terlalu pragmatis berbasis kasus sebagaimana berkembang dalam tradisi
common law dapat memperkuat keterampilan argumentatif dan problem solving, namun
berpotensi melemahkan koherensi sistem hukum apabila tidak diimbangi dengan pemahaman
struktur normatif yang sistematis (Demchenko et al., 2021). Literatur pendidikan hukum
kontemporer menegaskan bahwa kualitas pengambilan Kkeputusan yudisial sangat
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dipengaruhi oleh keseimbangan antara kompetensi analitis, konsistensi doktrinal, dan refleksi
etis, sehingga model pendidikan yang monotradisional cenderung menghasilkan profil
profesional yang timpang dan tidak optimal dalam menghadapi tantangan hukum modern
yang bersifat multidimensional (Nurdiansyah, 2025). Bahkan, studi tentang profesionalisme
hukum menunjukkan bahwa pembentukan identitas hakim membutuhkan integrasi antara
pembelajaran konseptual, pengalaman praktik, serta kesadaran nilai keadilan substantif,
bukan dominasi satu paradigma pedagogis semata (Pamungkas et al., 2025). Oleh karena itu,
kesenjangan yang muncul dari model pendidikan hakim monotradisional memperlihatkan
urgensi pendekatan hibrid yang mampu mengintegrasikan kekuatan kedua tradisi hukum
guna membentuk hakim yang tidak hanya presisi secara normatif, tetapi juga adaptif dan
kontekstual dalam praktik peradilan (Febrianto & Meta, 2025).

Perkembangan hukum global kontemporer menunjukkan bahwa dikotomi klasik
antara tradisi Common Law dan Civil Law tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas
perkara modern yang dihadapi lembaga peradilan, terutama dalam konteks pluralisme norma,
transnasionalisasi hukum, dan meningkatnya tuntutan keadilan substantif di masyarakat.
Pendidikan hukum bagi calon hakim karenanya membutuhkan pendekatan integratif yang
mampu menggabungkan kekuatan pragmatic reasoning khas sistem Common Law,
sebagaimana dikembangkan melalui metode case analysis di Harvard Law School, dengan
stabilitas normatif dan konsistensi interpretatif yang menjadi karakter pendidikan doktrinal
dalam tradisi Civil Law seperti yang diterapkan di Utrecht University School of Law (Sinha,
2025). Literatur mutakhir dalam studi pendidikan hukum global menegaskan bahwa hakim
abad ke-21 tidak lagi cukup dipersiapkan sebagai penerap hukum positif semata ataupun
pencipta preseden secara individual, melainkan sebagai aktor reflektif yang mampu
menavigasi interaksi antara hukum nasional, prinsip hak asasi manusia, serta praktik yudisial
komparatif lintas yurisdiksi (Engel, 2021). Oleh karena itu, berbagai reformasi pendidikan
hukum di negara maju mulai mengarah pada model hybrid legal education yang
mengintegrasikan analisis preseden, pendekatan legislasi, serta pelatihan etika dan
sensitivitas sosial guna menghasilkan hakim yang adaptif namun tetap menjamin kepastian
hokum (Jackson, 2013). Bahkan, kajian komparatif terbaru menunjukkan bahwa konvergensi
pedagogi antara kedua tradisi hukum tersebut menjadi prasyarat penting bagi legitimasi
peradilan modern di tengah dinamika masyarakat global yang semakin kompleks dan
multidimensional (Farber, 2025).

Berangkat dari kesenjangan paradigma pendidikan hukum yang masih terfragmentasi
antara orientasi doktrinal dan praktik, penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya
konseptual untuk merumuskan model pendidikan hakim yang bersifat hibrid dan integratif,
dengan menggabungkan kekuatan analisis kasus dari tradisi common law dan koherensi
normatif dari tradisi civil law. Model integratif tersebut tidak hanya diarahkan pada
peningkatan kapasitas legal reasoning, tetapi juga pada pembentukan kompetensi
multidimensional yang mencakup keterampilan praktik yudisial, refleksi etika, serta
sensitivitas sosio-legal sebagai fondasi legitimasi peradilan modern (Mitchell-Mercer, 2024).
Literatur mutakhir menunjukkan bahwa desain pendidikan profesional hukum yang efektif
harus mengintegrasikan pembelajaran konseptual, pengalaman praktik, dan pembentukan
identitas profesional secara simultan agar mampu menghasilkan pengambil keputusan yang
adaptif dan reflektif dalam menghadapi kompleksitas hukum kontemporer (Du Plessis, 2021).
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Selain itu, penelitian tentang kompetensi yudisial menegaskan bahwa kualitas putusan hakim
sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kemampuan kognitif, pengalaman kontekstual, dan
orientasi nilai keadilan, sehingga pendekatan pendidikan yang parsial tidak lagi memadai
dalam mempersiapkan hakim masa depan (Nurdiansyah, 2025). Dalam konteks tersebut,
formulasi model pendidikan hakim hibrid yang ditawarkan penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka konseptual baru dalam studi pendidikan
hukum komparatif, sekaligus kontribusi praktis bagi reformasi pendidikan calon hakim yang
lebih adaptif terhadap tantangan globalisasi hukum dan dinamika masyarakat modern
(Ignjatovi¢, 2024). Pada titik ini, penelitian ini tidak sekadar melakukan komparasi
institusional antara dua tradisi hukum, melainkan mengusulkan sintesis epistemologis yang
berpotensi memperkaya diskursus pendidikan hakim secara internasional (Goldsworthy,
2020).

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan library research yang
berorientasi pada analisis konseptual-komparatif terhadap model pendidikan hukum pada
institusi kunci, yaitu Harvard Law School dan Utrecht University School of Law, dengan
menelaah literatur akademik mutakhir yang relevan dengan pendidikan hakim dalam tradisi
common law dan civil law. Pendekatan kepustakaan dipilih karena memungkinkan peneliti
menelusuri konstruksi epistemologis pendidikan hukum secara lebih mendalam melalui
sintesis teori, praktik institusional, serta perkembangan paradigma profesionalisme hukum
global yang terdokumentasi dalam publikasi ilmiah bereputasi (Longan et al., 2019). Selain itu,
metode ini memberikan ruang analisis kritis terhadap dinamika transformasi pendidikan
hukum modern yang tidak lagi semata menekankan penguasaan doktrin normatif, tetapi juga
integrasi kompetensi praktis, etis, dan reflektif sebagai respons terhadap kompleksitas sistem
peradilan kontemporer (Katz, 2013). Pada titik ini, library research tidak hanya berfungsi
sebagai teknik pengumpulan data sekunder, melainkan juga sebagai strategi metodologis
untuk membangun argumentasi komparatif yang sistematis mengenai kemungkinan formulasi
model pendidikan hakim yang lebih adaptif dan transnasional (Baier, 2016).

Secara operasional, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif
dengan analisis socio-legal melalui teknik komparasi konseptual terhadap kurikulum, metode
pembelajaran, serta orientasi kompetensi profesional yang dikembangkan dalam kedua tradisi
hukum tersebut. Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi tema, interpretasi kritis, dan
sintesis teoritis guna mengidentifikasi titik konvergensi antara reasoning pragmatis khas
common law dan konsistensi normatif tradisi civil law dalam konteks pendidikan hakim
(Indraswara, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian
hukum kontemporer yang menekankan pentingnya interdisiplinaritas serta refleksi
institusional dalam memahami pembentukan profesional hukum, khususnya hakim, sebagai
aktor yang beroperasi dalam ruang sosial yang kompleks dan dinamis (Nasrudin et al., 2025).
Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang tidak hanya untuk mendeskripsikan
perbedaan sistem pendidikan hukum, tetapi juga untuk menghasilkan konstruksi konseptual
yang dapat dijadikan dasar rekomendasi reformasi pendidikan hakim di masa depan (Helmke
& Rosenbluth, 2009).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Filosofis Peran Hakim dalam Tradisi Common Law dan Civil Law

Perbedaan epistemologi hukum antara tradisi Common Law dan Civil Law secara
fundamental menentukan sumber legitimasi otoritas yudisial serta cara hakim memahami
hakikat hukum itu sendiri dalam praktik adjudikasi. Dalam tradisi Common Law, sebagaimana
tercermin dalam pola pendidikan di Harvard Law School, hukum dipandang sebagai living law
yang berkembang melalui preseden dan praktik peradilan, sehingga legitimasi hakim lahir dari
kemampuan argumentatif dalam menafsirkan serta memperluas prinsip hukum melalui
putusan sebelumnya; pendekatan ini menempatkan hakim sebagai aktor aktif dalam evolusi
hokum (Lewis, 2021). Sebaliknya, dalam tradisi Civil Law yang menjadi basis pendidikan
hukum di Utrecht University School of Law, sumber otoritas yudisial berakar pada legislasi dan
kodifikasi sebagai manifestasi kehendak negara hukum modern, sehingga hakim diposisikan
terutama sebagai penafsir sistematis norma tertulis guna menjaga konsistensi dan kepastian
hokum (Akhundova, 2024). Literatur komparatif mutakhir menunjukkan bahwa perbedaan
epistemologis tersebut membentuk dua orientasi penalaran yudisial yang berbeda: hakim
Common Law mengonstruksi hukum melalui analogi preseden dan rasionalitas praktis,
sementara hakim Civil Law bekerja melalui metode interpretasi dogmatik yang menekankan
koherensi sistem normatif (Epstein et al., 2021). Maka perkembangan hukum global dewasa
ini memperlihatkan kecenderungan konvergensi, di mana bahkan sistem Civil Law mulai
mengakui peran argumentasi yudisial yang lebih kreatif, sementara sistem Common Law
semakin memperhatikan struktur legislasi dan prinsip kepastian hukum sebagai dasar
legitimasi putusan pengadilan modern (Brouwer, 2018).

Perbedaan konstruksi filosofis mengenai peran hakim antara tradisi common law dan
civil law berakar pada cara masing-masing sistem memandang hubungan antara hukum,
kekuasaan, dan legitimasi institusional. Dalam tradisi common law, hakim tidak hanya
dipahami sebagai penerap norma, melainkan sebagai aktor kreatif yang berkontribusi
terhadap pembentukan hukum melalui ratio decidendi, preseden, dan penalaran analogis yang
berkembang secara evolutif dari praktik peradilan itu sendiri (Buana & SH, 2024). Perspektif
ini menempatkan putusan hakim sebagai sumber hukum yang hidup (living law), sehingga
kapasitas interpretatif dan argumentatif menjadi kompetensi utama dalam pendidikan hukum
berbasis kasus (Mullins, 2025). Sebaliknya, dalam tradisi civil law, hakim secara konseptual
diposisikan sebagai law interpreter yang bertugas menjaga konsistensi sistem norma dengan
kehendak legislator, karena legitimasi hukum lebih bertumpu pada kodifikasi dan struktur
normatif yang sistematis daripada kreativitas yudisial (Goldsworthy, 2020). Namun demikian,
literatur kontemporer menunjukkan bahwa dikotomi tersebut tidak lagi bersifat absolut,
sebab hakim dalam sistem civil law modern juga semakin memainkan peran konstruktif
melalui interpretasi progresif, sementara hakim common law tetap terikat pada batasan
institusional dan prinsip konsistensi hokum (Bussani & Mattei, 1996). Penelitian tentang
perilaku yudisial bahkan menegaskan bahwa praktik pengambilan keputusan hakim di
berbagai sistem hukum dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara norma, institusi, dan
faktor kognitif, sehingga perbedaan antara law maker dan law interpreter lebih tepat dipahami
sebagai spektrum peran daripada oposisi biner (Badriyah, 2022). Pada titik ini, diferensiasi
paradigma yudisial antara kedua tradisi hukum tersebut menjadi landasan penting dalam
merumuskan model pendidikan hakim yang mampu mengintegrasikan kreativitas penalaran
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hukum dengan disiplin koherensi normatif secara seimbang.

Perbedaan metodologi penalaran hukum antara tradisi Common Law dan Civil Law
merupakan faktor determinan yang secara langsung membentuk desain kurikulum pendidikan
bagi calon hakim serta orientasi intelektual dalam proses pengambilan putusan. Dalam tradisi
Common Law, sebagaimana dikembangkan melalui metode pedagogis di Harvard Law Schoo],
penalaran hukum dibangun secara kasuistik melalui analisis perkara konkret, debat
adversarial, dan teknik analogi preseden yang menuntut hakim memiliki sensitivitas pragmatis
terhadap dinamika fakta sosial; pendekatan ini menjadikan hukum berkembang secara
gradual melalui praktik adjudikasi (Kiriiak, 2024). Sebaliknya, tradisi Civil Law yang menjadi
ciri utama pendidikan hukum di Utrecht University School of Law menekankan metode
deduktif yang berangkat dari struktur norma umum menuju penerapan kasus individual,
sehingga pembelajaran hukum berfokus pada sistematika legislasi, konstruksi doktrinal, dan
koherensi konseptual antar norma dalam sistem kodifikasi (Jorovlea, 2025). Kajian pendidikan
hukum komparatif mutakhir menunjukkan bahwa perbedaan metodologis ini menghasilkan
pola pelatihan hakim yang berbeda: sistem Common Law mengutamakan problem-solving
reasoning berbasis litigasi, sedangkan sistem Civil Law membentuk kemampuan analisis
normatif yang stabil dan terstandarisasi melalui pendekatan dogmatik hokum (Irawan et al.,
2025). Bahkan, penelitian terbaru menegaskan bahwa konfigurasi kurikulum pendidikan
hakim modern increasingly dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjembatani kedua model
tersebut dengan mengintegrasikan analisis kasus, pemahaman sistem hukum, serta refleksi
etis guna meningkatkan kualitas rasionalitas yudisial di tengah kompleksitas perkara
kontemporer (Carlton, 2025).

Budaya hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter profesional
hakim, karena nilai-nilai yang hidup dalam suatu sistem hukum tidak hanya memengaruhi
metode penalaran, tetapi juga orientasi etika dan identitas profesi yudisial itu sendiri. Dalam
tradisi common law, kultur hukum berkembang melalui praktik argumentasi terbuka di ruang
sidang, kompetisi gagasan melalui preseden, serta independensi intelektual hakim dalam
menafsirkan hukum, sehingga membentuk etos profesional yang menekankan kreativitas
penalaran dan keberanian argumentatif dalam mencapai keadilan substantive (MH et al,,
2025). Sebaliknya, tradisi civil law cenderung menumbuhkan budaya kepastian hukum dan
konsistensi normatif melalui struktur kodifikasi dan hierarki kelembagaan yang kuat, sehingga
profesionalisme hakim lebih diarahkan pada ketelitian interpretasi norma, stabilitas sistem
hukum, dan loyalitas terhadap kerangka legislasi yang berlaku (Nabila et al., 2025). Literatur
sosio-legal mutakhir menunjukkan bahwa perbedaan budaya tersebut turut memengaruhi
pola pengambilan keputusan hakim, termasuk cara mereka menyeimbangkan antara
kepastian hukum dan keadilan substantif dalam situasi kompleks (Choroszewicz & Kay, 2022).
Bahkan, penelitian mengenai profesionalisme hukum menegaskan bahwa identitas etika
hakim terbentuk melalui proses sosialisasi institusional yang panjang, di mana pendidikan
hukum, praktik organisasi peradilan, dan nilai budaya hukum saling berinteraksi dalam
membangun orientasi moral profesi (Durahman et al, 2023). Dalam konteks ini, kultur
common law dan civil law tidak hanya merepresentasikan perbedaan sistem hukum, tetapi
juga mencerminkan dua paradigma etos profesional yang masing-masing memiliki kekuatan
dan keterbatasan, sehingga pemahaman komparatif terhadap keduanya menjadi penting
dalam merumuskan pendidikan hakim yang mampu mengintegrasikan independensi
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intelektual dengan disiplin normatif secara seimbang (Pramono & Agung Pramono, 2023).

Perbedaan ontologis dan metodologis antara tradisi common law dan civil law secara
langsung memengaruhi konstruksi model pendidikan hakim yang berkembang dalam masing-
masing sistem hukum, karena cara memahami hakikat hukum akan menentukan pendekatan
pedagogis yang dianggap paling efektif dalam membentuk kompetensi yudisial. Tradisi
common law yang memandang hukum sebagai fenomena yang tumbuh melalui praktik
peradilan mendorong pendidikan berbasis pengalaman kasus, argumentasi preseden, dan
simulasi pengambilan keputusan, sehingga calon hakim dilatih untuk mengembangkan
kemampuan penalaran kontekstual dan adaptif terhadap dinamika fakta (Indraswara, 2025).
Sebaliknya, tradisi civil law yang berakar pada rasionalitas sistem norma dan kodifikasi
menempatkan pendidikan doktrinal sebagai fondasi utama, dengan penekanan pada koherensi
konseptual, struktur hierarki hukum, serta konsistensi interpretasi terhadap kehendak
legislator sebagai sumber legitimasi hokum (Dewi, 2025). Literatur pendidikan hukum
kontemporer = menunjukkan bahwa  kedua pendekatan tersebut sebenarnya
merepresentasikan dua kutub kompetensi profesional yang sama-sama penting, yakni
kapasitas problem solving berbasis pengalaman dan kapasitas konsistensi normatif berbasis
sistem, sehingga pemisahan yang terlalu tajam justru berpotensi membatasi kualitas
pengambilan keputusan hakim dalam praktik modern (Ahida et al., 2025). Penelitian tentang
keahlian yudisial bahkan menegaskan bahwa hakim yang efektif mengintegrasikan intuisi
berbasis pengalaman dengan analisis normatif yang terstruktur, yang menunjukkan bahwa
dikotomi pedagogis antara praktik dan doktrin lebih bersifat metodologis daripada substansial
(Nurdiansyah, 2025). Pada titik ini, pemahaman filosofis terhadap perbedaan paradigma
pendidikan dalam kedua tradisi hukum tersebut menjadi jembatan konseptual penting untuk
memasuki analisis komparatif institusional pada bagian selanjutnya, sekaligus membuka
ruang bagi formulasi model pendidikan hakim yang lebih integratif dan responsif terhadap
kompleksitas hukum kontemporer (Mitchell-Mercer, 2024).

Model Pendidikan Hukum Calon Hakim dalam Tradisi Common Law: Studi pada Harvard
Law School

Filosofi experiential learning dalam tradisi Common Law merepresentasikan
paradigma pendidikan hukum yang menempatkan pengalaman praktik sebagai medium utama
pembentukan rasionalitas yudisial, bukan sekadar transmisi pengetahuan normatif. Model
pedagogi yang berkembang kuat di Harvard Law School menekankan pendekatan learning by
doing melalui metode case method, Socratic dialogue, moot court, serta clinical legal education,
yang memungkinkan mahasiswa hukum berinteraksi langsung dengan problem hukum nyata
sehingga membangun kemampuan analisis faktual, argumentasi litigatif, dan pengambilan
keputusan berbasis konteks social (Jorovlea, 2025). Literatur pendidikan hukum kontemporer
menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman ini secara signifikan membentuk calon
hakim yang adaptif dan reflektif karena proses pembelajaran berlangsung melalui simulasi
praktik adjudikasi yang menyerupai dinamika ruang sidang sesungguhnya (Barry et al., 2000).
Studi terbaru dalam jurnal bereputasi internasional juga menegaskan bahwa experiential legal
education meningkatkan kapasitas professional judgment dengan mengintegrasikan
keterampilan analitis, etika profesi, dan sensitivitas terhadap dampak sosial putusan hukum,
sehingga hukum dipahami sebagai praktik hidup yang terus berkembang melalui pengalaman
institusional peradilan (MH et al., 2025). Bahkan, reformasi pendidikan hukum global dalam
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lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa model pembelajaran berbasis pengalaman dalam
tradisi Common Law semakin diadopsi secara lintas sistem hukum karena terbukti efektif
dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan akademik dan kompetensi profesional
hakim modern (Irawan et al., 2025).

Metode pembelajaran berbasis kasus (case method) merupakan fondasi utama dalam
pembentukan judicial reasoning dalam tradisi common law, karena menempatkan putusan
pengadilan sebagai sumber pengetahuan hukum yang hidup dan kontekstual, bukan sekadar
ilustrasi doktrin normatif. Melalui analisis putusan, mahasiswa dilatih mengidentifikasi ratio
decidendi, membedakan obiter dicta, membandingkan preseden, serta membangun
argumentasi hukum berbasis analogi yang mereplikasi proses berpikir hakim dalam
memecahkan perkara konkret (Wiranto, 2024). Pendekatan ini terbukti efektif dalam
mengembangkan kemampuan penalaran hukum tingkat tinggi karena mahasiswa dihadapkan
pada ambiguitas fakta, konflik norma, dan ketidakpastian interpretasi yang mencerminkan
realitas pengambilan keputusan yudisial (Selfianus Laritmas, 2026). Literatur pendidikan
hukum mutakhir menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus tidak hanya
meningkatkan kapasitas analitis, tetapi juga memperkuat kemampuan reflektif dan penilaian
profesional, karena mahasiswa harus mempertimbangkan implikasi sosial dan etis dari
berbagai kemungkinan putusan (Ekowati & Rahardjanto, 2025). Bahkan, penelitian mengenai
perkembangan keahlian hakim menegaskan bahwa pengalaman berulang dalam menganalisis
kasus konkret berkontribusi signifikan terhadap pembentukan intuisi profesional dan pola
pengambilan keputusan yang lebih matang, yang menjadi karakteristik utama hakim
berpengalaman (Syafe’ie et al.,, 2025). Oleh karena itu, case method tidak sekadar strategi
pedagogis, melainkan mekanisme epistemologis yang memungkinkan mahasiswa
menginternalisasi cara berpikir yudisial secara sistematis sejak tahap pendidikan awal
(Mitchell-Mercer, 2024).

Metode Socratic dalam tradisi pendidikan hukum Common Law merupakan instrumen
pedagogis yang secara sistematis dirancang untuk membangun kapasitas argumentatif dan
independensi intelektual calon hakim melalui dialog kritis yang intens antara dosen dan
mahasis wa. Praktik pembelajaran yang menjadi ciri khas di Harvard Law School ini
menempatkan mahasiswa dalam posisi aktif untuk mempertahankan argumen hukum secara
rasional, menanggapi pertanyaan reflektif, serta menguji konsistensi logika hukum di bawah
tekanan intelektual yang menyerupai dinamika persidangan adversarial (Abrams, 2024).
Pendekatan dialogis tersebut terbukti memperkuat kemampuan analytical reasoning dan
respons cepat terhadap kompleksitas fakta perkara, karena mahasiswa tidak hanya diminta
memahami doktrin hukum, tetapi juga mengonstruksi justifikasi normatif secara mandiri
melalui proses debat akademik yang berkelanjutan (Grimes, 2017). Literatur pendidikan
hukum mutakhir menunjukkan bahwa metode Socratic dialogue berkontribusi signifikan
terhadap pembentukan judicial mindset, yakni ketahanan berpikir Kkritis, keberanian
intelektual, serta kemampuan mengevaluasi berbagai posisi hukum secara objektif sebelum
mengambil keputusan yudisial (Mulyana et al, 2025). Bahkan, studi komparatif terbaru
menegaskan bahwa model dialog kritis ini menjadi fondasi utama dalam sistem adversarial
karena melatih calon hakim untuk menjaga independensi penilaian hukum sekaligus
mempertahankan legitimasi putusan melalui argumentasi yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara publik (Sinha, 2025).
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Clinical legal education berkembang sebagai salah satu instrumen pedagogis paling
penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik peradilan, karena
memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan persoalan
hukum nyata melalui klinik bantuan hukum, moot court, maupun simulasi litigasi yang
terstruktur. Melalui pendekatan ini, calon profesional hukum tidak hanya memahami prosedur
peradilan secara konseptual, tetapi juga menginternalisasi dinamika pengambilan keputusan,
strategi argumentasi, serta tanggung jawab etis yang melekat pada praktik hukum, termasuk
perspektif keadilan substantif bagi masyarakat rentan (Giddings et al, 2011). Literatur
mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan klinis memiliki dampak signifikan terhadap
pengembangan kompetensi profesional multidimensional, seperti keterampilan komunikasi
hukum, penalaran praktis, refleksi etika, dan empati sosial, yang semuanya merupakan atribut
penting dalam kualitas seorang hakim (MH et al.,, 2025). Selain itu, simulasi persidangan dan
moot court terbukti meningkatkan kemampuan analisis fakta dan penerapan norma secara
kontekstual karena mahasiswa dilatih menghadapi tekanan waktu, ketidakpastian informasi,
serta kompleksitas interaksi antar pihak sebagaimana terjadi dalam proses peradilan nyata
(Putra & Irwan, 2025). Penelitian tentang pembentukan identitas profesional hukum bahkan
menegaskan bahwa pengalaman praktik yang reflektif selama masa pendidikan berkontribusi
terhadap perkembangan orientasi nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang lebih kuat
dibandingkan pembelajaran doktrinal semata (Mitchell-Mercer, 2024). Pada titik ini, clinical
legal education tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kurikulum akademik, tetapi sebagai
mekanisme transformasional yang membentuk kesiapan praktis, sensitivitas sosial, dan
kapasitas pengambilan keputusan calon hakim secara holistic (Gaboardi, 2018).

Sintesis dari penggunaan case method, dialog Socratic, dan clinical legal education
menunjukkan bahwa model pendidikan hukum dalam tradisi common law secara sistematis
membentuk kompetensi judicial reasoning yang berakar pada preseden dan pengambilan
keputusan konkret, karena mahasiswa dilatih untuk memahami hukum sebagai proses
argumentatif yang berkembang melalui praktik peradilan. Integrasi ketiga pendekatan
tersebut memungkinkan calon hakim tidak hanya menguasai doktrin, tetapi juga
menginternalisasi pola berpikir berbasis analogi, evaluasi fakta, serta pertimbangan normatif
yang kompleks sebagaimana dilakukan dalam proses adjudikasi nyata (Lamond, 2006).
Literatur pendidikan hukum kontemporer menegaskan bahwa kombinasi pembelajaran
berbasis kasus dan pengalaman praktik mampu meningkatkan kapasitas pengambilan
keputusan profesional karena mahasiswa belajar menghubungkan teori dengan realitas sosial
serta mempertimbangkan konsekuensi praktis dari berbagai alternatif putusan (Rustiyana et
al,, 2025). Selain itu, penelitian mengenai perkembangan keahlian hakim menunjukkan bahwa
pengalaman analisis kasus berulang dan refleksi terhadap proses pengambilan keputusan
merupakan faktor kunci dalam pembentukan intuisi yudisial dan kemampuan menilai perkara
secara holistic (Silooy & Sumanto, 2024). Pendekatan pendidikan yang berorientasi pada
preseden juga memperkuat kemampuan argumentatif dan konsistensi penalaran hukum
karena mahasiswa terbiasa menempatkan setiap keputusan dalam jaringan putusan
sebelumnya sebagai sumber legitimasi (Imelda et al., 2024). Pada titik ini, model pendidikan
berbasis preseden yang dihasilkan dari sintesis metode pedagogis tersebut mempersiapkan
calon hakim untuk menghadapi kompleksitas perkara modern melalui analisis argumentatif
yang mendalam sekaligus keputusan yang responsif terhadap fakta konkret dan kebutuhan
keadilan substantive (VELLYADANA, 2023).
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Model Pendidikan Hukum Calon Hakim dalam Tradisi Civil Law: Studi pada Utrecht
University School of Law

Fondasi pendidikan hukum dalam tradisi civil law dibangun di atas orientasi doktrinal
yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren, rasional, dan
terstruktur secara hierarkis, sehingga proses pembelajaran diarahkan pada penguasaan
konsep, prinsip, serta sistematika peraturan perundang-undangan secara mendalam.
Pendekatan ini membentuk mahasiswa untuk memahami hukum bukan sebagai kumpulan
kasus individual yang terpisah, melainkan sebagai bangunan konseptual yang memiliki
konsistensi internal dan logika normatif yang harus dijaga melalui interpretasi yang tepat
(Nasrudin et al., 2025). Literatur pendidikan hukum komparatif menunjukkan bahwa tradisi
civil law menekankan pentingnya dogmatic legal thinking, yaitu kemampuan menghubungkan
norma dalam suatu kerangka sistematis agar tercapai kepastian hukum dan prediktabilitas
putusan, yang menjadi nilai utama dalam sistem hukum berbasis kodifikasi (Firmanto et al,,
2024). Selain itu, penelitian mutakhir menegaskan bahwa pendidikan doktrinal berperan
penting dalam membentuk ketelitian analitis, disiplin metodologis, serta kemampuan
konseptual tingkat tinggi yang diperlukan hakim dalam menjaga konsistensi interpretasi
hukum terhadap kehendak legislator (Masidin, 2023). Namun demikian, pendekatan yang
sangat berfokus pada struktur norma juga memunculkan tantangan ketika calon profesional
hukum dihadapkan pada kompleksitas fakta sosial yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan
oleh konstruksi doktrinal semata, sehingga kebutuhan integrasi antara pemahaman sistem dan
pengalaman praktik menjadi semakin relevan dalam konteks pendidikan hukum modern
(Nasrudin et al., 2025). Pada titik ini, karakter pendidikan doktrinal dalam tradisi civil law
tidak hanya merefleksikan metode pedagogis, tetapi juga paradigma epistemologis yang
memandang hukum sebagai sistem rasional yang harus dipahami secara komprehensif
sebelum diterapkan dalam praktik adjudikasi (Daicoff, 2014).

Dalam tradisi Civil Law, sistematika legislasi dan pendekatan kodifikasi menjadi
fondasi utama dalam pembentukan kerangka berpikir hakim karena hukum dipahami sebagai
suatu bangunan normatif yang tersusun secara hierarkis dan rasional. Model pendidikan
hukum yang berkembang di Utrecht University School of Law menempatkan penguasaan
struktur peraturan perundang-undangan, teknik interpretasi sistematis, serta relasi antar
norma sebagai kompetensi inti yang harus dimiliki calon hakim guna menjamin konsistensi
penerapan hukum dalam praktik adjudikasi (Jorovlea, 2025). Pendekatan kurikuler ini
menekankan analisis doktrinal dan statutory reasoning, di mana mahasiswa dilatih memahami
hukum bukan sebagai respons kasuistik semata, melainkan sebagai sistem koheren yang
menuntut keselarasan antara norma umum dan penerapan konkret dalam putusan pengadilan
(Wibowo, 2025). Literatur pendidikan hukum Eropa mutakhir menunjukkan bahwa orientasi
kodifikasi tersebut secaralangsung membentuk pola rasionalitas yudisial yang mengutamakan
kepastian hukum (legal certainty), prediktabilitas putusan, serta keseragaman interpretasi
sebagai sumber legitimasi institusi peradilan dalam negara hukum modern (Nurdiansyabh,
2025). Bahkan, reformasi pendidikan hukum di berbagai negara Civil Law dalam lima tahun
terakhir memperlihatkan penguatan kembali pendekatan sistematik-legislatif untuk
memastikan bahwa hakim mampu menavigasi kompleksitas regulasi kontemporer tanpa
mengorbankan stabilitas struktur hukum nasional (Kortleven et al., 2024).

Metodologi interpretasi hukum dalam tradisi civil law menempati posisi sentral dalam
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pendidikan hukum karena sistem hukum berbasis kodifikasi menuntut kemampuan untuk
menafsirkan norma secara presisi dan konsisten melalui pendekatan metodologis yang
terstruktur. Mahasiswa hukum dilatih menggunakan berbagai teknik interpretasi seperti
interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami makna norma
dalam konteks keseluruhan sistem hukum, sehingga proses penalaran hukum bergerak secara
deduktif dari aturan umum menuju penerapan pada kasus konkret (Siems, 2022). Pendekatan
ini memperkuat kemampuan analisis konseptual dan koherensi normatif karena setiap
argumentasi hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka sistem yang lebih
luas, bukan hanya berdasarkan pertimbangan pragmatis situasional (Bussani & Mattei, 1996).
Literatur mutakhir menunjukkan bahwa penalaran deduktif dalam tradisi civil law tidak
sekadar mekanisme logika formal, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang kompleks
dan reflektif terhadap tujuan hukum, nilai sosial, serta konteks legislasi yang
melatarbelakanginya (Harwanto et al, 2026). Bahkan, penelitian tentang pengambilan
keputusan yudisial menegaskan bahwa hakim dalam sistem kodifikasi tetap membutuhkan
keseimbangan antara struktur deduktif dan pertimbangan kontekstual agar putusan yang
dihasilkan tidak kehilangan relevansi sosial sekaligus tetap menjaga kepastian hokum (Fausi,
2024). Oleh karena itu, pendidikan metodologi interpretasi dalam tradisi civil law berfungsi
sebagai fondasi epistemologis yang membentuk hakim dengan kemampuan menalar secara
sistematis, menjaga konsistensi norma, serta menghubungkan prinsip hukum abstrak dengan
realitas kasus konkret secara rasional (Nasrudin et al., 2025).

Integrasi antara pendidikan akademik dan pelatihan profesi yudisial merupakan
karakter fundamental dalam tradisi Civil Law, di mana pembentukan hakim tidak berhenti
pada penguasaan teori hukum di universitas, tetapi dilanjutkan melalui mekanisme pelatihan
institusional yang terstruktur oleh negara. Model yang berkembang di Utrecht University
School of Law menunjukkan adanya kesinambungan sistemik antara kurikulum akademik,
program magang peradilan, serta jalur rekrutmen hakim berbasis negara yang dirancang
untuk memastikan kesiapan profesional sejak tahap pendidikan awal (Kortleven et al., 2024).
Literatur mutakhir dalam studi pendidikan yudisial Eropa menegaskan bahwa integrasi ini
memungkinkan transisi yang lebih stabil dari legal education menuju judicial profession,
karena mahasiswa tidak hanya memperoleh kompetensi doktrinal, tetapi juga pengalaman
institusional melalui pelatihan praktik di pengadilan dan lembaga hukum public (Goldbach,
2016). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi hakim dalam sistem Civil Law
dibangun melalui proses sosialisasi profesional yang panjang, mencakup pembentukan etika
yudisial, kemampuan administratif peradilan, serta pemahaman terhadap budaya
kelembagaan negara hokum (Fathurohman, 2023). Pendekatan tersebut memperlihatkan
bahwa kompetensi hakim dalam sistem Civil Law dibangun melalui proses sosialisasi
profesional yang panjang, mencakup pembentukan etika yudisial, kemampuan administratif
peradilan, serta pemahaman terhadap budaya kelembagaan negara hukum (Aimang et al,
2025).

Sintesis atas model pendidikan hukum dalam tradisi Civil Law menunjukkan bahwa
pembentukan hakim yang mampu menjaga konsistensi dan kepastian hukum merupakan hasil
dari integrasi antara pendidikan doktrinal yang kuat, metodologi interpretasi normatif yang
sistematis, serta pelatihan institusional berbasis negara yang berkesinambungan. Pola
pendidikan yang tercermin dalam kurikulum di Utrecht University School of Law
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memperlihatkan bahwa penguasaan legal dogmatics, analisis struktur legislasi, dan latihan
praktik yudisial sejak fase akademik berkontribusi langsung terhadap lahirnya hakim dengan
kemampuan penalaran hukum yang stabil dan terstandarisasi (Jorovlea, 2025). Literatur
pendidikan hukum Eropa kontemporer menegaskan bahwa orientasi tersebut memungkinkan
hakim mempertahankan koherensi sistem hukum melalui putusan yang prediktabel dan
konsisten, sehingga kepastian hukum tidak hanya menjadi prinsip abstrak, tetapi terwujud
dalam praktik adjudikasi sehari-hari (Dunn et al., 2022). Selain itu, studi komparatif terbaru
menunjukkan bahwa keberhasilan sistem Civil Law dalam menjaga legitimasi lembaga
peradilan sangat dipengaruhi oleh proses profesionalisasi hakim yang menggabungkan
pembelajaran konseptual dengan pembentukan etika dan kultur institusional peradilan
(Hamzah, 2023). Pada titik ini, kombinasi antara pendidikan akademik berbasis doktrin,
metode interpretasi sistematik, dan pelatihan profesi yudisial membentuk hakim sebagai
penjaga stabilitas hukum (guardian of legal certainty), yang mampu menyeimbangkan
tuntutan kepastian norma dengan kebutuhan keadilan dalam masyarakat modern
(Fathurohman, 2023).

Formulasi Model Pendidikan Hakim Integratif: Sintesis Tradisi Common Law dan Civil Law

Analisis komparatif terhadap dua tradisi pendidikan hakim menunjukkan bahwa baik
Common Law maupun Civil Law memiliki kekuatan epistemologis yang saling melengkapi
sekaligus keterbatasan inheren dalam membentuk kapasitas yudisial modern. Pendekatan
pendidikan berbasis kasus yang berkembang di Harvard Law School menonjol dalam
penguatan kemampuan argumentasi hukum, fleksibilitas penalaran, serta sensitivitas hakim
terhadap dinamika fakta sosial melalui metode case method, clinical education, dan simulasi
litigasi yang mendorong pembelajaran berbasis pengalaman nyata (Wilson, 2017). Namun
demikian, sejumlah studi pendidikan hukum mutakhir menilai bahwa orientasi kasuistik
tersebut berpotensi menghasilkan variasi interpretasi yang tinggi apabila tidak diimbangi
dengan kerangka sistematik yang kuat (Sinha, 2025). Sebaliknya, model pendidikan hukum
dalam tradisi Civil Law sebagaimana diterapkan di Utrecht University School of Law unggul
dalam membangun konsistensi interpretasi, stabilitas putusan, serta kepastian hukum melalui
pendekatan doktrinal dan pemahaman mendalam terhadap struktur legislasi dan kodifikasi
(Nabila et al., 2025). Meski demikian, pendekatan yang terlalu normatif terkadang dinilai
kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas perkara
kontemporer (Sinha, 2025). Oleh karena itu, literatur komparatif lima tahun terakhir secara
konsisten menegaskan bahwa kebutuhan utama reformasi pendidikan hakim saat ini bukan
memilih salah satu tradisi, melainkan merumuskan model integratif yang menggabungkan
kekuatan argumentatif dan pengalaman praktik Common Law dengan ketertiban sistematik
serta kepastian normatif khas Civil Law sebagai fondasi profesionalisme yudisial masa depan
(Nasrudin et al.,, 2025).

Perkembangan kompleksitas hukum modern yang dipengaruhi oleh globalisasi,
kemajuan teknologi, dinamika hak asasi manusia, serta munculnya perkara multidisipliner
telah mengubah secara fundamental tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang
hakim. Dalam konteks ini, hakim tidak lagi cukup hanya menguasai norma hukum secara
tekstual, tetapi juga dituntut memiliki fleksibilitas berpikir, kemampuan analisis lintas disiplin,
serta sensitivitas terhadap dampak sosial dari putusan yang dihasilkan (Mitchell-Mercer,
2024). Literatur mutakhir menegaskan bahwa transformasi lingkungan hukum global
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menyebabkan peran hakim semakin kompleks karena mereka harus menavigasi interaksi
antara hukum nasional, hukum internasional, dan perkembangan teknologi yang
memunculkan bentuk sengketa baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum
tradisional (Indarta, 2025). Selain itu, penelitian tentang profesionalisme hukum
menunjukkan bahwa kualitas pengambilan keputusan yudisial sangat dipengaruhi oleh
kemampuan mengintegrasikan penalaran normatif dengan pertimbangan praktis dan etis,
sehingga model pendidikan yang memisahkan secara tajam antara pendekatan doktrinal dan
praktik tidak lagi memadai untuk mempersiapkan hakim masa depan (Putro, 2023). Bahkan,
studi tentang perkembangan keahlian hakim menegaskan bahwa kompetensi yudisial yang
efektif terbentuk melalui kombinasi pengalaman kontekstual, refleksi kognitif, dan
pemahaman sistem hukum yang terstruktur secara simultan (Taipale, 2019). Oleh karena itu,
kebutuhan akan model pendidikan hakim yang adaptif menjadi semakin mendesak, yaitu suatu
pendekatan yang mampu mengintegrasikan kekuatan kepastian normatif dengan fleksibilitas
analitis sehingga hakim dapat merespons kompleksitas hukum modern tanpa kehilangan
konsistensi sistem hokum (Sinha, 2025).

Integrasi antara case-based reasoning dan doctrinal coherence semakin dipandang
sebagai fondasi epistemologis baru dalam formulasi pendidikan hakim modern yang berupaya
melampaui dikotomi klasik antara tradisi Common Law dan Civil Law. Pendekatan berbasis
analisis preseden yang berkembang kuat dalam sistem pendidikan di Harvard Law School
terbukti efektif dalam membentuk kemampuan argumentasi kontekstual dan sensitivitas
hakim terhadap kompleksitas fakta konkret, namun membutuhkan kerangka normatif yang
stabil agar tidak menghasilkan fragmentasi interpretasi hokum (Sinha, 2025). Sebaliknya,
orientasi doktrinal yang menjadi ciri pendidikan hukum di Utrecht University School of Law
menyediakan koherensi sistem hukum melalui pemahaman struktur legislasi dan metode
interpretasi sistematis, meskipun dalam praktiknya memerlukan fleksibilitas analitis untuk
merespons dinamika sosial yang terus berkembang (Indraswara, 2025). Literatur komparatif
lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sintesis kedua pendekatan tersebut melahirkan
model epistemologi yudisial hibrid, di mana hakim dilatih untuk menalar hukum secara
simultan menggunakan preseden sebagai instrumen argumentatif sekaligus menjaga
keselarasan dengan sistem norma yang lebih luas (Jackson, 2013). Bahkan, penelitian terbaru
dalam pendidikan hukum global menegaskan bahwa integrasi antara rasionalitas kasuistik dan
konsistensi doktrinal memungkinkan terbentuknya hakim yang tidak hanya adaptif terhadap
perubahan sosial, tetapi juga mampu mempertahankan legitimasi institusional melalui
putusan yang rasional, konsisten, dan dapat diprediksi (Indraswara, 2025). Pada titik ini,
model pendidikan hakim hibrid berbasis integrasi epistemologis ini menjadi prasyarat
strategis bagi sistem peradilan modern yang menghadapi pluralitas sumber hukum dan
kompleksitas perkara lintas yurisdiksi (Febrianto & Meta, 2025).

Penguatan practical judicial training, pembentukan etika profesi, dan kompetensi
sosio-legal merupakan komponen esensial dalam pendidikan hakim modern karena kualitas
putusan yudisial tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan penerapan norma hukum,
tetapi juga oleh kemampuan memahami konteks manusiawi dan dampak sosial dari setiap
keputusan. Pelatihan praktik peradilan melalui simulasi persidangan, magang yudisial,
maupun klinik hukum memberikan ruang bagi calon hakim untuk mengembangkan
keterampilan pengambilan keputusan, manajemen perkara, serta komunikasi yudisial yang
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efektif dalam situasi nyata yang kompleks (Ignjatovi¢, 2024). Literatur mutakhir menunjukkan
bahwa integrasi pendidikan etika dalam kurikulum hukum berkontribusi signifikan terhadap
pembentukan identitas profesional yang bertanggung jawab, karena calon hakim dilatih untuk
merefleksikan dilema moral, konflik kepentingan, serta nilai keadilan substantif yang sering
kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam aturan tertulis (Darma et al., 2026). Selain itu,
pendekatan sosio-legal memperluas perspektif calon hakim dengan memperkenalkan dimensi
sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi praktik hukum, sehingga keputusan yang
dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak dalam
formalisme normatif semata (Rasiwan, 2026). Penelitian mengenai perkembangan keahlian
hakim juga menegaskan bahwa pengalaman praktik yang reflektif dan pemahaman konteks
sosial hukum merupakan faktor penting dalam membangun intuisi profesional, empati
yudisial, serta kualitas pertimbangan hukum yang lebih matang (Warjiyati et al., 2026). Pada
titik ini, integrasi pelatihan praktis, pembentukan etika, dan kompetensi sosio-legal dalam
pendidikan hakim mencerminkan paradigma pendidikan hukum yang lebih holistik, di mana
keu nggulan teknis hukum berpadu dengan kedewasaan moral dan sensitivitas sosial sebagai
fondasi utama legitimasi peradilan (Hafandi et al., 2025).

Sintesis komparatif antara tradisi common law dan civil law menunjukkan bahwa
kebutuhan pendidikan hakim masa depan tidak dapat lagi dipenuhi melalui pendekatan yang
bersifat dikotomis antara orientasi praktik dan orientasi doktrinal, melainkan memerlukan
model hibrid yang mampu mengintegrasikan keduanya secara seimbang. Model pendidikan
hakim integratif tersebut menekankan kombinasi pragmatic reasoning berbasis kasus,
konsistensi normatif berbasis sistem hukum, pelatihan praktis peradilan yang berkelanjutan,
serta pembentukan kompetensi etika dan sosio-legal sebagai fondasi profesionalisme yudisial
yang komprehensif (Willis & Hanifah, 2026). Literatur pendidikan hukum kontemporer
menegaskan bahwa integrasi pengalaman praktik dengan refleksi teoritis merupakan
pendekatan paling efektif dalam membentuk kemampuan pengambilan keputusan profesional
tingkat tinggi karena memungkinkan calon hakim memahami hubungan antara norma, fakta,
dan nilai keadilan secara simultan (Darma et al, 2026). Selain itu, penelitian mengenai
perkembangan keahlian hakim menunjukkan bahwa kualitas putusan yudisial yang baik lahir
dari interaksi antara intuisi berbasis pengalaman, analisis normatif yang sistematis, dan
sensitivitas terhadap konteks sosial perkara, sehingga pendekatan pendidikan yang parsial
berpotensi menghasilkan kompetensi yang timpang (SETYAWATI, 2023). Kajian tentang
profesionalisme hukum juga menekankan bahwa dimensi etika dan tanggung jawab sosial
harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan hakim agar legitimasi institusi
peradilan tetap terjaga di tengah perubahan masyarakat modern (Durahman et al.,, 2023). Pada
titlk ini, formulasi model pendidikan hakim hibrid yang menggabungkan kekuatan
epistemologis kedua tradisi hukum tidak hanya memiliki nilai teoretis sebagai kontribusi
akademik, tetapi juga relevan secara praktis sebagai rekomendasi reformasi pendidikan hakim
yang adaptif terhadap dinamika hukum global dan kebutuhan sistem peradilan masa depan
(Febrianto & Meta, 2025).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tradisi Common Law dan Civil Law
tidak semata-mata merepresentasikan dua sistem hukum yang saling berseberangan,
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melainkan dua paradigma epistemologis yang masing-masing menawarkan kontribusi
strategis dalam pembentukan kapasitas hakim modern. Tradisi Common Law, sebagaimana
tercermin dalam model pendidikan di Harvard Law School, berhasil membangun hakim
dengan kekuatan argumentatif, kepekaan terhadap fakta sosial, serta kemampuan penalaran
pragmatis melalui pendekatan berbasis pengalaman dan analisis kasus konkret. Sebaliknya,
tradisi Civil Law yang direpresentasikan oleh Utrecht University School of Law menegaskan
pentingnya konsistensi normatif, sistematika legislasi, dan stabilitas interpretasi hukum
melalui pendidikan doktrinal yang terstruktur serta integrasi pelatihan profesi yudisial
berbasis negara. Temuan ini menegaskan bahwa karakter hakim tidak hanya dibentuk oleh
penguasaan norma hukum, tetapi oleh metode berpikir hukum yang ditanamkan sejak proses
pendidikan awal. Oleh karena itu, formulasi pendidikan hukum bagi calon hakim di era global
tidak lagi relevan jika bertumpu secara eksklusif pada salah satu tradisi, melainkan
membutuhkan model hibrid yang mengintegrasikan case-based reasoning dengan doctrinal
coherence sebagai fondasi epistemologis baru pendidikan yudisial. Integrasi tersebut
memungkinkan lahirnya hakim yang mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas
penalaran dan kepastian hukum, antara sensitivitas sosial dan konsistensi institusional, serta
antara kreativitas interpretatif dan legitimasi normatif putusan pengadilan. Pada titik ini,
pelajaran komparatif dari kedua institusi pendidikan hukum tersebut memperlihatkan bahwa
masa depan reformasi pendidikan hakim terletak pada desain kurikulum integratif yang
menyinergikan pengalaman praktik, kedalaman analisis doktrinal, dan pembentukan etika
yudisial secara berkelanjutan, sehingga hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum,
tetapi sebagai penjaga rasionalitas dan keadilan dalam sistem peradilan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abrams, J. R. (2024). Inclusive Socratic teaching: Why law schools need it and how to achieve it.
Berkeley, CA: University of California Press.

Ahida, R, Hanani, S., Rozi, S., Burhanuddin, N., Sesmiarni, Z., Puteri, H. E,, ... [zmuddin, I. (2025).
Dialektika keilmuan dalam pendekatan lokalitas dan kontemporer. Jawa Barat: Uwais
Inspirasi Indonesia.

Aimang, H. A, Haluti, F,, & Djamal, R. (2025). Edukatif berbasis multimedia (Peningkatan
kesadaran hukum melalui edukasi berbasis sekolah). Jawa Barat: CV Eureka Media
Aksara.

Akhundova, K. (2024). International and national legal mechanisms of judicial liability in the
conditions of economic globalisation of modern society. Baltic Journal of Economic
Studies, 10(5), 64-75.

Atmojo, Y. P. (2023, Agustus 30). Manajemen keamanan informasi dan tata kelola TI. Diambil
dari https://lppm.stikom-bali.ac.id/2023/08/30/manajemen-keamanan-informasi-
dan-tata-kelola-ti/

Badriyah, S. M. (2022). Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik. Jakarta: Sinar
Grafika.

Baier, M. (2016). Social and legal norms: Towards a socio-legal understanding of normativity.
London: Routledge.

Barry, M. M,, Dubin, |. C., & Joy, P. A. (2000). Clinical education for this millennium: The third
wave. Clinical Law Review, 7, 1.

Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 4 No. 1 (2026)


https://lppm.stikom-bali.ac.id/2023/08/30/manajemen-keamanan-informasi-dan-tata-kelola-ti/
https://lppm.stikom-bali.ac.id/2023/08/30/manajemen-keamanan-informasi-dan-tata-kelola-ti/

80 | Pendidikan Hakim dalam Sistem Common Law dan Civil Law

Bergmans, B. (2018). Jahrbuch der Rechtsdidaktik 2017 - Yearbook of Legal Education 2017.
Berlin: BWV Verlag.

Brouwer, R. (2018). On the meaning of system in the common and civil law traditions: Two
approaches to legal unity. Utrecht Journal of International and European Law, 34, 45.

Brundage, J. A. (2019). The medieval origins of the legal profession: Canonists, civilians, and
courts. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Buana, M. S. (2024). Perbandingan hukum tata negara: Filsafat, teori, dan praktik. Jakarta: Sinar
Grafika.

Bussani, M., & Mattei, U. (1996). The common core approach to European private law. Columbia
Journal of European Law, 3, 339.

Carlton, V. S. (2025). Reimagining legal education: Bridging tradition and innovation. John
Marshall Law Journal, 17, 704.

Choroszewicz, M., & Kay, F. (2022). Understanding gender inequality in the legal profession.
London: Routledge.

Daicoff, S. S. (2014). Lawyer, form thyself: Professional identity formation strategies in legal
education through soft skills training, ethics, and experiental courses. Regent University
Law Review, 27, 205.

Darma, D. A, Ringo, E. S., & Hutasoit, L. R. 1. (2026). Pendidikan etika profesi sebagai fondasi
moral bagi calon praktisi hukum. Jurnal Sosial Publik Administrasi Harapan, 3(05).

Demchenko, M. V., Gulieva, M. E,, Larina, T. V., & Simaeva, E. P. (2021). Digital transformation
of legal education: Problems, risks and prospects. European Journal of Contemporary
Education, 10(2), 297-307.

Dewi, D. K. (2025). Fondasi ilmu hukum: Teorli, asas, dan sistem hukum. Jawa Barat: Serasi Media
Teknologi.

Du Plessis, M. A. (2021). The role of clinical legal education in developing ethical legal
professionals. De Jure Law Journal, 54(1), 278-297.

Dunn, R., Maharg, P., & Roper, V. (2022). What is legal education for?: Reassessing the purposes
of early twenty-first century learning and law schools. London: Taylor & Francis.

Durahman, D., Suhardini, E. D., & Ramdania, D. (2023). Etika profesi dan tanggung jawab
hukum. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Ekowati, D. W.,, & Rahardjanto, A. (2025). Filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Malang:
UMMPress.

Engel, C. (2021). Challenges in the interdisciplinary use of comparative law. The American
Journal of Comparative Law, 69(4), 777-797.

Epstein, L., Sadl, U., & Weinshall, K. (2021). The role of comparative law in the analysis of
judicial behavior. The American Journal of Comparative Law, 69(4), 689-719.

Farber, S. (2025). Back to the roots: Rethinking legal education in the age of artificial
intelligence. The Law Teacher, 1-18.

Fathurohman, D. T. (2023). Rekonstruksi regulasi kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga
keluhuran marwah dan martabat hakim yang berdasarkan nilai keadilan (Disertasi
tidak diterbitkan). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Fausi, A. (2024). Formulasi konsepputusan berkeadilan padatitel eksekutorialdan relevansi nilai
etiknya terhadap pemberantasan korupsi yudisial (Disertasi tidak diterbitkan).

Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 4 No. 1 (2026)



81 | Pendidikan Hakim dalam Sistem Common Law dan Civil Law

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Febrianto, R. D., & Meta, E. (2025). Dinamika penalaran hukum dalam sistem peradilan plural.
Law and Humanity, 3(2), 123-138.

Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). Buku referensi dasar-dasar hukum: Teori
dan konsep. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Gaboardi, M. (2018). How judges can think: The use of expert’s knowledge as proof in civil
proceedings. Global Jurist, 18(1).

Giddings, J., Burridge, R., Gavigan, S., & Klein, C. (2011). The first wave of modern clinical legal
education: The United States, Britain, Canada and Australia. In The global clinical
movement: Educating lawyers for social justice (hlm. 3-22). New York, NY: Oxford
University Press.

Goldbach, T. S. (2016). From the court to the classroom: Judges’ work in international judicial
education. Cornell International Law Journal, 49, 617.

Goldsworthy, D. (2020). The future of legal education in the 21st century. The Adelaide Law
Review, 41(1), 243-265.

Grimes, R. (2017). Re-thinking legal education under the civil and common law: A road map for
constructive change. London: Routledge.

Hafandi, R., Larasati, A. D., Pratama, A. Y., Tijow, L. M., Meritasari, D. P. R, Setiyaningsih, R. D., &
Pratama, A. R. (2025). Pendidikan hukum di Indonesia: Urgensi, proyeksi dan integrasi.
Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan IlImu Pengetahuan Sosial, 4(4), 439-454.

Hamilton, N. W., Monson, V. E., & Organ, ]. M. (2012). Empirical evidence that legal education
can foster student professionalism/professional formation to become an effective
lawyer. University of St. Thomas Law Journal, 10, 11.

Hamzah, M. G. (2023). Peradilan modern. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Hao, Q. (2025). Legal education in a globalised era: China’s strategy for governance and
development. Public Governance, Administration & Finances Law Review, 10, 43.

Harwanto, E. R. (2026). Metode penemuan hukum: Teori, aliran, dan praktik transformasi hukum
nasional. Bali: Pustaka Devata.

Helmke, G., & Rosenbluth, F. (2009). Regimes and the rule of law: Judicial independence in
comparative perspective. Annual Review of Political Science, 12(1), 345-366.

Ignjatovi¢, G. (2024). Digital learning in legal education: Educational policies, practices, and
potentials of pedagogy-driven digital integration. Facta Universitatis - Law and Politics,
22(1), 25-46.

Imelda, C,, Ma’arij, A, Mangar, 1., Hazmi, R. M., Sukmareni, S., Abidin, M. A,, ... Hidayah, A. (2024).
Logika dan argumen dalam penalaran hukum. Jawa Barat: CV. Gita Lentera.

Indarta, Y. (2025). Cyber law: Dimensi hukum dalam era digital. Padang: Pustaka Galeri Mandiri.

Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi metodologis hukum: Diversifikasi dan integrasi penelitian
hukum normatif (doktrinal), empiris (non-doktrinal), dan studi sosio-legal. IPMHI Law
Journal, 5(2), 205-246.

[rawan, C., Utami, R. A., Rahmasari, H., Kosasih, A., Nasistiawan, ]., Wafiya, W, ... Putra, D. A.
(2025). Studi perbandingan hukum (Jalan berliku harmonisasi hukum nasional dan
global). Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim.

Jackson, V. (2013). Constitutional engagement in a transnational era. Oxford: Oxford University
Press.

Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 4 No. 1 (2026)



82 | Pendidikan Hakim dalam Sistem Common Law dan Civil Law

Jorovlea, E. (2025). Contemporary approaches to legal education: Enhancing competencies for
effective professional practice in law. European Science, sge42-06, 256-266.

Katz, M. ]J. (2013). Teaching professional identity in law school. Chicago, IL: American Bar
Association.

Kimball, B. A. (2009). The inception of modern professional education: C. C. Langdell, 1826-1906.
Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.

Kiriiak, 0. V. (2024). “Global Legal Skills 2024”: A platform for exchanging best practices in the
legal education.

Kortleven, W.-]., Holvast, N., & BeSi¢, A. (2024). From adaptive to reflective law school
socialisation: A theoretical and empirical contribution from the Netherlands. Legal
Ethics, 27(1), 63-83.

Lamond, G. (2006). Precedent and analogy in legal reasoning. Dalam The Stanford Encyclopedia
of Philosophy.

Levanon, L. (2021). The probable and the nonarbitrary: Evidential foundations for a finding of
guilt. Legal Studies, 41(2), 294-310.

Lewis, S. (2021). Precedent and the rule of law. Oxford Journal of Legal Studies, 41(4), 873-898.

Longan, P., Floyd, D., & Floyd, T. (2019). The formation of professional identity: The path from
student to lawyer. London: Routledge.

Masidin. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Jakarta: Prenada Media.

MH, A. D. V. D. M. S. H,, Faiza, H. M,, Arbi, M., Zega, M. S., Rahmah, A., Muhdiya, I,, ... Syahri, A.
(2025). Etika dan profesi hukum. Jawa Barat: Goresan Pena.

Mitchell-Mercer, A. (2024). Public policy and the civil access to justice crisis: Exploring lawyers’
perspectives on regulatory reform and allied legal professionals (Disertasi tidak
diterbitkan). California Baptist University.

Mullins, R. (2025). Arguing from precedent and arguing about precedent. Dalam Research
Handbook on Legal Argumentation (hlm. 63-80). Edward Elgar Publishing.

Mulyana, H. A, WC, C., & Ht, C. H. C. (2025). Critical thinking: Menuju berargumen logis dan
terstruktur. Jawa Barat: Goresan Pena.

Nabila, F., Syahdan, A., Zibron Nst, Y., & Fahreza, R. G. (2025). Sejarah peranan hakim dalam
sistem hukum civil law. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(1).

Nasrudin, Nursari, N., & Editor. (2025). Buku pengantar ilmu hukum (Membedah logika dan
etika keadilan). Jawa Barat: Penerbit Widina.

Nurdiansyah, R. (2025). Dilema etis dalam yudisial menyelaraskan kepastian hukum dan
keadilan substantif. HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial, 2(1), 217-230.

Pamungkas, R. A., Farchan, M. M., & Arifin, S. (2025). Keadilan hukum dalam praktik: Menguji
idealisme terhadap realitas. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(03),
4324-4332.

Pramono, B. (2023). Perbandingan sistem hukum dalam konteks global civil law, common law,
socialist law, islamic law, customary law, indonesian law. Surabaya: Scopindo Media
Pustaka.

Putra, R. P. B, & Irwan, M. (2025). Penerapan model problem-based learning (PBL) dalam mata
kuliah hukum acara perdata untuk meningkatkan keterampilan analisis hukum
mahasiswa. Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan, 11(2), 128-138.

Putro, W. D. (2023). Etika profesi hukum. Jakarta: Prenada Media.

Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 4 No. 1 (2026)



83 | Pendidikan Hakim dalam Sistem Common Law dan Civil Law

Rasiwan, I. (2026). Negara hukum di persimpangan kekuasaan. Jawa Barat: Dra Cipta Kreasi.

Rustiyana, R., Estede, S., Asmara, A,, Litaay, M. L., Haryono, H., Rianty, E., & Juansa, A. (2025).
Paradigma baru pendidikan kontemporer: Teorli, isu, dan relevansinya pendidikan abad
21. Star Digital Publishing.

Selfianus Laritmas. (2026). Hukum perancangan peraturan perundang-undangan: Teori,
praktik, dan teknik penyusunan. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Setyawati, L. (2023). Kewenangan Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon hakim agung untuk
mewujudkan hakim agung yang berintegritas (Disertasi tidak diterbitkan). Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta.

Siems, M. (2022). Comparative law. Cambridge: Cambridge University Press.

Silooy, E., & Sumanto, L. (2024). Hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(5), 920-930.

Sinha, M. K. (2025). Legal education in a globalising world. NLUJ Law Review, 11, 383.

Syafe’ie, A. D., Putri, A. S. ], Al Akbar, A., Abawaiki, A.,, Rohmah, A., & Revianto, D. M. (2025).
Peran logika dan penalaran hukum terhadap pengambilan keputusan oleh hakim.
Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan, 6(1).

Taipale, ]. (2019). Judges’ socio-technical review of contested expertise. Social Studies of
Science, 49(3), 310-332.

Vellyadana, T. (2023). Konstruksi peradilan pidana secara virtual menuju peradilan modern
(Tesis tidak diterbitkan).

Warjiyati, S., Murtadho, N. A,, Hartini, T., & Marsa, A. T. (2026). Konstruksi putusan hakim yang
berkeadilan: Anotasi putusan Mahkamah Agung berbasis hak asasi manusia. Amnesti:
Jurnal Hukum, 8(1), 49-68.

Wibowo, A. (2025). Teori hukum umum: Analisis aturan, penalaran, konstitusi. Semarang:
Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Willis, R. P., & Hanifah, M. (2026). Tinjauan komprehensif terhadap perkembangan sistem
hukum di dunia. Journal Orchestration, 1(1).

Wilson, R. ]J. (2017). The global evolution of clinical legal education: More than a method.
Cambridge: Cambridge University Press.

Wiranto. (2024). Logika, penalaran, dan argumentasi hukum. Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen
Dan Katolik, 2(2), 132-145.

Zerari, P. (2024). Practical guidelines to legal writing for young researchers and professionals.
UAEU Law Journal, 2024(97), 8.

Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research Vol. 4 No. 1 (2026)



